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ABSTRACT

The aim of the PTSL program is to accelerate land registration in
Indonesia to provide legal certainty for community land rights. However, PTSL's
activities did not all run smoothly. Therefore, the emergence of these Cluster 3
land parcels can hamper the activities of accelerating land registration. The
existence of rejection by traditional institutions is one form that can hinder the
course of PTSL activities. The purpose of this research is to find out the process
of several land parcels in Mambi Kelurahan categorized in Cluster 3 in PTSL
activities and to seek settlement of cluster 3 land parcels in Mambi Kelurahan to
be certified. This research was conducted using qualitative methods with a
descriptive approach. Mambi sub-district was the chosen research area because it
has a high number of cluster 3 fields. Qualitative data collection was carried out
using interviews, observation, and document studies.

From the results of the research it is known that the problems with the
certificate of cluster 3 land parcels in PTSL activities in the Mambi Village were
due to the rejection by the Customary Institution. Where customary institutions
claim that the land is customary land. As for efforts to resolve the problem of
cluster 3 land parcels, namely conducting a review of Regional Regulation
Number 10 of 2021 concerning Indigenous Peoples where to identify an area in
which there are indigenous peoples must have 4 criteria, namely having the
history of the area, having a clear territory, having customary institutions and

have customary law.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha
Esa terhadap umat manusia sebagai tempat keberlangsungan hidup mereka
yang dimana setiap suatu negara tentu memiliki Dasar Hukum yang digunakan
untuk mengatur segala sesuatu untuk membentuk administrasi dalam bidang
pertanahan, seperti dalam peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (3) yang berisikan “ Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dan ayat ini sebagai
perintah untuk mengelola bidang tanah di bidang Agraria dan Pertanahan di
Negara Republik Indonesia. (Widodo dkk., 2022). Tanah digunakan manusia
sebagai salah satu kebutuhan hidup dan badan hukum dimana digunakan untuk
memenuhi kebutuhan manusia untuk menjadi tempat membangun sarana dan
prasarana, menjadi tempat mata pencaharian dan lain sebagainya, dan untuk
meningkatkan kebutuhan tanah maka perlu memberikan jaminan untuk
kepastian hukum hak-hak atas tanah yang sejalans dengan kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan kegiatan pendaftaran tanah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria Pasal 19. (Parenta dkk., 1960)

Pendaftaran tanah pertama kali dalam pasal 1 angka 9 PP No. 24 Tahun
1997 yang berisikan “Kegiatan Pendaftaran tanah yang dilaksanakan terhadap
obyek pendaftaran tanah yang tanahnya belum terdaftar berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan
Pemerintah ini”. Pendaftaran tanah yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua
tahap yaitu pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data. Pendaftaran
pertama kali ini dapat dilakukan melalui 2 jenis yaitu pendaftaran tanah
sistematik (bersama-sama) dan pendaftaran tanah sporadik (individu).
Pendaftaran tanah sistematik ini dilakukan secara serentak yang dilakukan oleh

Badan Pertanahan Nasional yang dimana untuk mendaftarkan bidang tanah



yang belum bersertipikat dan ini merupakan program kerja tahunan yang
dilakukan di wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN sedangkan untuk sporadik dilakukan oleh perorangan
yang dimana orang yang punya tanah datang langsung untuk mendaftarkan
tanahnya. (Sibuea, 2011) Penyelenggaraan urusan pemerintahan tentang
pertanahan yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) vyang bertugas untuk membantu presiden dalam
menyelenggarakan program-program pemerintahan yang menjadi agensi
nasional, yang mana salah satu program tersebut yaitu Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL ini mencakup semua bidang tanah yang
belum memiliki hak atas tanah (HAT) atau sudah memiliki hak atas tanah,
pendaftaran tanah baik bagi yang tanahnya belum pernah didaftarkan maupun
belum bersertipikat. (Nugraha dkk., 2017).

Kegiatan pendaftaran tanah melalui PTSL merupakan kegiatan yang
dilakukan agar mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Selain itu, PTSL
juga membantu untuk melindungi si pemilik, memberikan kepastian hukum
akan tanahnya dan juga dapat mengetahui luas dan dipergunakan sebagai apa.
Program dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang
diselenggarakan oleh Kementerian ATR/Ka. Badan Pertanahan Nasional
menargetkan 126 juta bidang tanah untuk didaftarkan dan disertipikasi sampai
dengan tahun 2025, yang dimana dibagi per tahunnya mulai dari tahun 2017
dengan target 5 juta bidang tanah, 2018 dengan target 7 juta bidang tanah,
2019 dengan target 9 juta bidang tanah, dan 10 juta setiap tahunnya sampai
dengan 2025. (Mujiburohman., 2018). Kegiatan PTSL memiliki
pengelompokan sesuai dengan jenis pengeluarannya seperti yang terdapat
dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
pengklusteran bidang tanah yang terdiri dari Kluster 1 (K1) merupakan
bidang-bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi persyaratan
untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah; Kluster 2 (K2) merupakan

bidang-bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi persyaratan



untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah namun masih terdapat perkara di
pengadilan dan/atau sengketa; Kluster 3 (K3) merupakan bidang-bidang tanah
yang data fisiknya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas
Tanah karena subjek dan/atau objek belum memenuhi persyaratan tertentu
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan Kluster 4 (K4) merupakan
bidang-bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah
bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah
dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat
perubahan data fisik, yang dimana wajib dilakukan pemetaan Kembali dan
dimasukkan ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada
kluster 3 ini terjadi karena ada faktor yang diantaranya adanya kebijakan dan
peran masyarakat pada kegiatan PTSL.

Pada Kluster 3, pembagian kluster sesuai surat Sekjen HR.01/634-
100/1Vv/2020 tanggal 20.04.2020. Divisi ini terdiri dari Kluster 3.1 (K3.1) yang
merupakan produk PTSL yang dilakukan sampai dengan tahap pendataan fisik,
pendataan yuridis, dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk
pembuktian hak, dan pendataan fisik dan pelaporan data yuridis, tetapi tidak
dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya karena subjek
dan/atau objek hak belum memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu lokasi (objek)
PTSL berada di areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru
(PIPPIB); Kluster 3.2 (K3.2) yang merupakan produk PTSL yang dilakukan
sampai dengan tahap pendataan fisik, pendataan yuridis, dilanjutkan dengan
kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, dan pendataan fisik dan
pelaporan data yuridis, tetapi tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat
hak atas tanahnya karena tanah tersebut merupakan objek dari Konsolidasi
tanah yang tidak dapat diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan; Objek
Nasionalisasi atau  Subjek  merupakan  Warga Negara  Asing,
BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta; Penguasaan Benda-Benda
Tetap Milik Perseorangan (P3MB), Badan Hukum Milik Belanda (Prk5), Aset
Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMAT), Tanah Ulayat; Rumah Negara
Golongan 11l yang belum lunas sewa beli; Kluster 3.3 (K3.3) merupakan



produk PTSL yang hanya dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan
data fisik karena tidak tersedianya anggaran SHAT di tahun anggaran berjalan;
Kluster 3.4 (K3.4) merupakan produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan
tahap pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis (telah dilakukan
pemberkasan) tanpa dilanjutkan penelitian data yuridis untuk pembuktian
hak/Pemeriksaan Tanah dikarenakan: (a). ketersediaan anggarannya hanya
untuk puldasik dan puldadis (Puldatan), (b). subjek tidak bersedia bidang
tanahnya untuk disertipikatkan.

Namun pada tahun 2018 pembagian Kluster 3 (K3) ini belum ada
sehingga kegiatan PTSL yang belum disertipikatkan dan hanya sampai pada
kegiatan pengumpulan data fisik ini tidak dilakukan pembagian K3.1 dan
seterusnya. Munculnya bidang kluster 3 merupakan masalah serius dalam
program Kegiatan PTSL. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 di Kelurahan Mambi Kabupaten Mamasa
kegiatan PTSL tidak berjalan lancar karena lembaga adat daerah tersebut
masih menolak akan adanya pensertipikatan tanah yang dilakukan oleh Badan
Pertanahan Nasional. Penolakan itu dilakukan karena lembaga adat Mambi
mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat. Menurut Peraturan
Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
1999 menyatakan bahwa Tanah adat adalah tanah yang hak ulayat yang dari
hukum adat tertentu. Pada Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan
terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat,
sepanjang kenyataannya masih benar-benar ada, harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan
atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Warman ( Dalam Shebubakar
dan Raniah, 2019) menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
hak ulayat menurut pasal 3 UUPA vyaitu: 1) Sepanjang kenyataannya
masyarakat hukum adat itu ada : Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan
pasal 67 ayat (1) UU No. 41 1999 tentang hukum adat diakui keberadaannya,

benar-benar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) Masyarakat masih



dalam bentuk komunitas, (b) Ada kelembagaan adatnya dan dalam bentuk
perangkat penguasa adatnya, (c) Adanya wilayah hukum adat yang jelas, (d)
Adanya pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih
ditaati, (e) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan
sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; 2) Negara dan
sesuai dengan kepentingan nasional; 3) Tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi dalam
menentukan hak ulayat adalah: (a) Unsur masyarakat adat, yaitu masih
terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan masih
menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam sehari-hari, (b)
Unsur wilayah yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi tempat
keberlangsungan hidup atau lingkungan hidup para warga persekutuan hukum
tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, (c) Unsur
hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayah yaitu terdapatnya tatanan
hukum adat mengenai penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang
masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum. Selain itu, Pasal
18B UUD 1945 yang berisi 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang
diatur dengan Undang-undang; 2) Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang. Ini yang dapat menjadi angin segar terhadap masyarakat hukum adat,
karena sudah ada yang memberikan perlindungan hukum akan pengakuan
keberadaannya dan hak-hak tradisionalnya.

Tanah adat di Kelurahan Mambi sendiri masih menjadi permasalahan
yang belum mampu diatasi pada tahun 2018 karena keterbatasan waktu
kegiatan PTSL dan kurangnya sumber daya manusianya. Oleh karena itu,
penulis akan fokus terhadap permasalahan yang menjadi persoalan utama pada

kegiatan PTSL sehingga peneliti ini akan mengambil judul ‘Permasalahan



Sertipikasi Bidang Tanah Kluster 3 pada Kegiatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (Studi Kasus pada Masyarakat Adat di Kelurahan Mambi

Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa)’.

. Rumusan Masalah

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program yang
dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut kebijakan pendaftaran tanah
yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dijelaskan
bahwa tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian
hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, cepat,
sederhana, aman, lancar, adil dan merata serta akuntabel, sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi
negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

(Sirait dkk, 2020) Menjelaskan bahwa dari sekian banyaknya manfaat
dari sertipikat tanah masih ada perdebatan dalam program penyelenggaraan
sertipikasi tanah. Adanya perdebatan antara pro dan kontra dalam program
sertpikasi tanah. Beberapa dari mereka ada yang mendukung dan Sebagiannya
ada pula yang tidak mendukung atas program sertipkasi tanah, Sebagian orang
berpendapat bahwa sertipikat kepemilikan tanah merupakan solusi dari
permasalahan pertanahan, dan lainnya berpendapat bahwa justru sertipikat
tanah merupakan pemicu dari permasalahan tanah. Program seringkali tidak
tersampaikan dengan baik kepada masyarakat karena kurangnya komunikasi
yang dilakukan dan hal tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang
berbeda. Pemahaman yang berbeda ini dapat menjadi hambatan sehingga
dalam pelaksanaan program persertipikatan tanah belum tercapai tujuannya
(Rahayu, 2022).

Sisi lain dari pendaftaran tanah merupakan fakta yang tidak bisa
dipungkiri. Pujiriyani (Permana dkk., 2017) menyatakan bahwa formalisasi
akan hak atas tanah harus dilakukan dengan benar setelah mendiagnosa

kebijakan,sosial dan tata pemerintah sudah dilakukan dengan penuh hati-hati.



Formalisasi yang telah dilakukan tetapi tidak memperhatikan kompleksitas dan
sejarah Panjang tata kelembagaan yang ada justru akan menimbulkan
persoalan. Situasi yang paling buruk, pendaftaran tanah dapat menyebabkan
pemilik yang rentan akan permasalahan yang disebabkan oleh kelompok
masyarakat yang kuat untuk melanggar sistem kepemilikan tradisional.
Pendaftaran tanah akan tidak akan efisien untuk menjamin keamanan namun
dapat juga menciptakan konflik apabila hak-hak formal atas tanah didaftarkan
tanpa pengakuan dari tatanan tradisional. Konflik yang sering terjadi karena
bersumber dari penolakan yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun
orang-orang penting di dalam wilayah tersebut.

Penolakan adalah sebuah bentuk perlawanan atau ketidaksetujuan
terhadap sesuatu. (Dewi., 2017) menyatakan bahwa Penolakan publik
merupakan suatu bentuk perlawan yang dilakukan oleh rakyat atau publik
terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti halnya
dengan penolakan yang dilakukan oleh lembaga adat. Penolakan yang
dilakukan oleh lembaga adat ini yang sering menjadi pemicu terhadap target
PTSL yang tidak tercapai. Pada kegiatan PTSL kabupaten Mamasa terutama di
Kelurahan Mambi terjadi kendala yang dialami oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamasa. Banyaknya bidang tanah kluster 3 diduga karena
penolakan yang dilakukan oleh lembaga adat di kelurahan Mambi. Munculnya
bidang-bidang tanah kluster 3 yang dapat menghambat pelaksanaan percepatan
pendaftaran tanah di Indonesia. Agar program dapat tetap berjalan dengan baik
dan memberi manfaat bagi pembuat kebijakan, maka perlu diketahui riwayat
pelaksaan program PTSL di Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah:

1. Bagaimana proses kegiatan PTSL di Kelurahan Mambi yang menyebabkan
banyak bidang tanah di kategorikan dalam kluster 3?

2. Bagaimana Solusi meningkatkan bidang tanah kluster 3 di Kelurahan
Mambi?



C. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui proses beberapa bidang tanah di Kelurahan Mambi
dikategorikan dalam Kluster 3 pada kegiatan PTSL.
2. Mencari penyelesaian bidang tanah kluster 3 di Kelurahan Mambi untuk

disertipikatkan.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu dibidang
pertanahan dan juga menjadi referensi pada penelitian-penelitian
selanjutnya dalam PTSL pada bidang tanah kluster 3 di Kelurahan Mambi
Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

a. Terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, untuk bahan masukan
dalam pengambilan kebijakan untuk menindaklanjuti penyelesaian
bidang tanah kluster 3

b. Terhadap Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, untuk ilmu pengetahuan

tentang permasalahan dalam kegiatan PTSL pada bidang tanah kluster 3.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti
paparkan dan jelaskan, maka diperolen kesimpulan permasalahan
persertipikatan bidang tanah Kkluster 3 pada kegiatan PTSL di Kelurahan
Mambi karena penolakan yang dilakukan oleh Lembaga Adat. Dimana
lembaga adat mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat. Adapun
upaya penyelesaian permasalahan bidang tanah kluster 3 yaitu melakukan
pengkajian kembali terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat
Adat yang dimana untuk mengidentifikasi suatu daerah yang didalamnya ada
masyarakat adat harus memiliki 4 kriteria yaitu memiliki Sejarah daerah
tersebut, memiliki wilayah yang jelas, memiliki lembaga adat dan memiliki

hukum adat.

B. Saran
Saran yang peneliti ajukan terkait dengan peneliti ini adalah sebagai
berikut:

1. Perlu melakukan sosialisasi tentang pengetahuan mendalam kepada seluruh
lapisan masyarakat agar nantinya kegiatan yang dilakukan tidak terhambat
dan tidak ada lagi penolakan yang dilakukan. Mendalami masalah yang
telah terjadi sehingga dapat memberikan saran terhadap orang-orang yang
melakukan penolakan terhadap kegiatan PTSL dengan tetap memperhatikan
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang masih berlaku.

2. Perlu membuat Pembentukan tim untuk penyelesaian permasalahan bidang
tanah K3 agar dapat menyelesaikan K3 dengan rasa tanggung jawab yang
telah diberikan sehingga tidak terbengkalai dan tidak bertambahnya beban
tahun selanjutnya dalam kegiatan PTSL.

3. Perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat yang

dimana Kantor Pertanahan yang mengkoordinasikan untuk mengkaji

o7



kembali terhadap Perda Kabupaten Mamasa No. 10 Tahun 2021 tentang
Masyarakat Adat sebagai tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan
yang terjadi dengan lembaga adat sehingga tidak ada lagi permasalahan
yang berlarut-larut.

. Melibatkan Bupati dalam musyawarah tersebut selaku pihak yang
berwenang dalam menetapkan masyarakat adat dengan bantuan dan usulan

komisi masyarakat adat.
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